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Bangkep Disanksi Penundaan DAU

PALU, MERCUSUAR-
Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan
(Bangkep) akhirnya dike-
nakan sanksi berupa pe--
nundaan penyaluran Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
25 persen dari DAU setiap

bulan. Karena belum mefam-
pungkan pembahasan APBD
di tahun ini.

Padahal Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) telah
memberi batas waktu kepada
seluruh daerah di Indonesia
agar menyelesaikan dan

segera melaporkan APBD-
nya maksimal tanggal 20
Maret tahun ini. Pembatasan
waktu itu, dimaksudkan
untuk peningkatan kualitas
“implementasi pelaksanaan
program dan kegiatan serta
penyerapan anggaran belanja

daerah.

Berdasarkan data
Kemenkeu, selain Bangkep
ada 16 daerah lainnya yang
juga dikenakan sanksi,
sebagaimana yang dite-
gaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 56

tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah
(SIKD) yang telah diubah
dengan PP Nomor 65 tahun
2012, dimana Pemerintah
Daerah (Pemda) wajib

Baca DAU di hal. 11
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menyampaikan APBD
setiap tahun kepada Menteri
Keuangan. i
Keterlambatan penetapan
APBD Bangkep dikarenakan
lambannya pembahasan
Rancangan Pembahasan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
di tingkat dewan, sehingga
berpengaruh pada penetapan
APBD saat ini. _
Belum lagi saat pengajuan
dokumen Kebijakan Umum
Anggaran dan Plafon
Pembahasan Anggaran
Sementara (KUAPPAS), kepada
Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Sulteng melalui Badan
Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Sulteng,

banyak melakukan koreksi
mulai dari BAB | sampai Bab
IX. Perubahan tersebut karena
dinilai tidak sesuai dengan

sistematika penulisan sesuai
yang diamanatkan dalam
Permendagri Nomor 54 tahun
2010. Setelah dilakukan koreksi
dan- perbaikan, pihak eksekutif
kemudian menyerahkan kepada
dewan, tapi sayang dokumen
KUA-PPAS kembali ditolak oleh
pihak legislatif dan diminta agar
eksekutif melakukan perbaikan
beberapa item isi KUA-PPAS.
Sehingga dewan menunda
dan memberi waktu sampai 8
Februari tahun ini untuk dibahas
selanjutnya.

Yang sangat menyayangkan
lagi, pembahasan APBD
Bangkep sampai saat ini masih
berada di tingkat fraksi, dan
belum semua fraksi menerima
isii/materi APBD dan memintai
agar dilakukan koreksi terlebih
dahulu, seperti Fraksi Golkar.
Kondisi itu, tentunya akan terjadi

tarik ulur pembahasan APBD
dan tentunya akan berpengaruh
pada pelaksanaan program dan
pelayanan kepada masyarakat.
Sekaitan dengan itu,
Sekretaris Kabupaten (Sekkab)
Bangkep Sudirman Salotan,
yang dihubungi melalui telepon
genggamnyadari Palu, mengakui
lambannya pembahasan APBD
Bangkep telah berimbas pada
penundaan penyaluran-DAU di
setiap bulannya. “Ya sebenamya
ini hanya dibutuhkan good will
antara legislatif dan eksekutif,
agarAPBD segeradirampungkan.
Kasian masyarakat nanti
pelayanannya terhambat hanya
karena ini,” ujarnya. Saat ini, -
dirinya hanya berharap agar
pembahasan APBD yang masih
dibahas di tingkat fraksi segera
diselesaikan, untuk segera
dilaporkan ke Kemenkeu. ury




